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A. Perbuatan Melawan Hukum  
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum 
          Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan melawan hukum 
dalam bidang keperdataan. Karena untuk tindakan perbuatan melawan 
hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” 
mempunyai arti konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. 
Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara 
atau yang disebut dengan “onrechmatige overheidsdaad” juga mempunyai 
arti konotasi dan pengaturan yang berbeda juga.40 
          Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut 
dengan istilah onrechmatige daad atau dalam bahasa Inggris disebut 
dengan tort. Kata tort itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah”. Akan 
tetapi dalam bidang hukum kata tort itu berkembang sedemikian rupa 
sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi. 
Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum Belanda atau 
negara-negara Eropa kontinental lainnya. Kata tort berasal dari kata 
latin“torquere” atau tortus dalam bahasa Prancis, seperti kata “wrong” 
 




berasal dari kata Prancis “wrung” yang berarti kesalahan atau kerugian 
(injury). 41 
          Perbuatan melawan hukum (onrechmatig) dapat diartikan secara 
sempit maupun luas. Pengertian sempit dari melawan hukum adalah 
tindakan yang melanggar hak subjektif yang diatur oleh undang-undang 
(wettelijk subjektiefrecht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum bagi 
pelaku yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut Van Apeldoorn hak 
subjektif merupakan suatu ketentuan yang dihubungkan dengan orang 
tertentu dengan cara demikian menjadi suatu kewenangan, atau ditinjau 
dari sudut yang lain suatu kewajiban. 
          Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, termasuk ke dalam 
perikatan yang timbul dari undang-undang. Perbuatan melawan hukum 
yang dijadikan dasar gugatan ganti rugi, disebutkan dalam pasal 1365 
KUHPerdata, yang menyatakan bahwa ”Tiap perbuatan melanggar hukum 
yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang 
karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 
          Untuk memahami konsepsi “perbuatan melawan hukum” itu hakim 
di Indonesia mengikuti paham yang dianut di Negeri Belanda, yang sejak 
tahun 1919 hingga kini berpegang pada putusan Hoge Raad 31 Januari 
1919 yang dikenal dengan Arrest Drukker.42 
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          Sebelum tahun 1919, sebagai akibat dianutnya aliran Legisma, maka 
para hakim mengidentikkan bahwa perbuatan melawan hukum itu 
merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang.43 Sebelum 
tahun 1919, pengadilan menafsirkan perbuatan melawan hukum sebagai 
pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata (pelanggaran terhadap 
perundang-undangan yang berlaku). Sehingga bagi perbuatan yang 
pengaturannya belum terdapat di dalam suatu peraturan perundang-
undangan maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, 
walaupun telah nyata perbuatan tersebut menimbulkan kerugian orang 
lain, melanggar hak-hak orang lain. Dengan kata lain di masa tersebut 
perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang 
bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-
undang.44 Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan 
melawan hukum adalah sebagai berikut:45 
a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari 
kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang 
menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.  
b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan 
timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu 
hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, 
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baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan 
suatu kecelakaan.  
c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum 
kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, 
dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat 
dimintakan suatu ganti rugi. 
d. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti 
kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi 
terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban ataupun 
wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya.  
e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap 
kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang 
merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang 
tidak terbit dari hubungan kontraktual. 
f. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara 
bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang 
diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat 
dituntut oleh pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum 
bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau 
matematika.46 
          Semula, banyak pihak meragukan, apakah perbuatan melawan 
hukum memang merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya 
 




merupakan keranjang sampah, yakni merupakan kumpulan pengertian- 
pengertian hukum yang berserak-serakan dan tidak masuk ke salah satu 
bidang hukum yang sudah ada, yang berkenaan dengan kesalahan dalam 
bidang hukum perdata. 
          Secara klasik, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah 
perbuatan melawan hukum adalah:47 
a. Nonfeasance, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang 
diwajibkan oleh hukum. 
b. Misfeasance, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara 
salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan 
perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya. 
c. Malfeasance, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan, padahal 
pelakunya tidak berhak untuk melakukannya. 
          Setelah adanya Arrest dari Hoge Raad 1919 Nomor 110 tanggal 31 
Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, 
yaitu: 
 Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang 
lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum 
dari orang yang berbuat (sampai disini adalah merupakan 
perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik 
dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang 
seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri 
atau benda orang lain. 
  
Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan 
melawan hukum adalah sebagai berikut:48 
 




a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari 
kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang 
menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.  
b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan 
timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu 
hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, 
baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan 
suatu kecelakaan.  
c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, 
kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, 
dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat 
dimintakan suatu ganti rugi. 
d. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti 
kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi 
terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun 
wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya.  
e. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap 
kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang 
merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang 
tidak terbit dari hubungan kontraktual. 
f. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara 
bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang 
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diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat 
dituntut oleh pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum 
bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau 
matematika.49 
 
2. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum 
         Perbuatan melawan hukum sudah dikenal oleh manusia sejak manusia 
mengenal hukum. Karena itu, tindakan dan karenanya ketentuan tentang 
perbuatan melawan hukum merupakan salah satu ketentuan hukum tertua 
di dunia ini, meskipun pengakuan tentang perbuatan melawan hukum 
sebagai cabang hukum yang terdiri sendiri masih relatif baru. Bahkan, 
dalam Kitab Hukum tertua di dunia yang pernah diketahui dalam sejarah, 
yaitu kita Hukum Hammurabi, yang telah dibuat lebih dari 4.000 tahun 
lalu, telah terdapat beberapa pasal yang di dalamnya mengatur akibat 
hukum seandainya seseorang melakukan perbuatan tertentu yang 
sebenarnya tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum. 
          Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari 
hukum Romawi, yaitu teori tentang culpa dari Lex Aquilla, kemudian 
terjadi proses generalisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip 
perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua 
(catch all), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai 
perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang 
 




terkena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti 
kerugian. Rumusan tersebut kemudian diambil dan diterapkan di negeri 
Belanda yang kemudian oleh Belanda dibawa ke Indonesia, yang rumusan 
seperti itu sekarang temukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia. 
Rumusan perbuatan melawan hukum yang berasal dari KUHPerdata 
Prancis tersebut pada paruh kedua abad ke-19 banyak mempengaruhi 
perkembangan teori perbuatan melawan hukum (torf) versi hukum Anglo 
Saxon.50 Perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum di 
negeri Belanda dapat dibagi dalam tiga periode yaitu: 
a. Periode Sebelum Tahun 1838 
          Istilah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) 
sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni 
tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul 
karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan 
kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang.51 
Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan 
untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan 
hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-
undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-










b. Periode Antara Tahun 1838-1919 
          Setelah tahun 1838 sampai sebelum tahun 1919, pengertian 
perbuatan melawan hukum diperluas sehingga mencakup juga 
pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Dengan kata lain 
perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang 
bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hal 
subjektif orang lain. Dalam hal ini Pasal 1365 KUHPerdata diartikan 
sebagai perbuatan atau tindakan melawan hukum (culpa in 
committendo) sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata dipahami sebagai 
perbuatan melawan hukum dengan cara melalaikan (culpa in 
committendo). Apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) 
tidak melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak 
termasuk perbuatan melawan hukum.52 
c. Periode Setelah Tahun1919 
          Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas 
dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam 
perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad memberikan 
pertimbangan yaitu: “bahwa dengan perbuatan melawan hukum 
(onrechmatige daad) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang 
atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan 
kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan 






sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari 
perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, 
berkewajiban membayar ganti kerugian”.53 
          Pengertian  perbuatan  melawan  hukum dalam  arti sempit, hanya 
meliputi hak orang lain, dan kewajiban si pembuat yang  bertentangan  
atau   hanya melanggar hukum atau Undang-Undang saja. Pendapat ini 
dikemukakan sebelum adanya Arrest Hoge Raad Tahun 1919.54 
Sedangkan dalam arti luas, telah meliputi kesusilaan dan kepatutan yang 
berlaku dalam  lalu  lintas masyarakat terhadap diri dan barang-barang 
orang lain. Pendapat ini dikemukakan setelah pada waktu Arrest Hoge  
Raad  Tahun 1919 digunakan.  
Menurut sistem Common Law sampai dengan penghujung abad ke-
19, perbuatan melawan hukum belum dianggap sebagai suatu cabang 
hukum yang berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan sekumpulan dari writ 
(model gugatan yang baku) yang tidak terhubung satu sama lain.55 
Penggunaan writ ini kemudian lambat laun menghilang. Seiring 
dengan proses hilangnya sistem writ di Amerika Serikat, maka perbuatan 
melawan hukum mulai diakui sebagai suatu bidang hukum tersendiri 
hingga akhirnya dalam sistem hukum Anglo Saxon, suatu perbuatan 
melawan hukum terdiri dari tiga bagian, yaitu:56 
a. Perbuatan dengan unsur kesengajaan (dengan unsur kesalahan).  
 
53 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan 2, Pradnya Paramita, 
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b. Perbuatan kelalaian (dengan unsur kesalahan). 
c. Perbuatan tanpa kesalahan (tanggungjawab mutlak). 
Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan 
melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan 
oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi 
orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan 
melawan hukum, yaitu:57 
a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. 
b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur 
kesengajaan maupun kelalaian).  
c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. 
          Dengan demikian tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun 
tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan dan 
kelalaian di sini telah terpenuhi. Kemudian yang dimaksud dengan hukum 
dalam Pasal tersebut di atas adalah segala ketentuan dan peraturan-
peraturan atau kaedah-kaedah, baik yang tertulis maupun yang tidak 
tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai hukum. Berarti jelas 
bahwa yang dilanggar itu adalah hukum dan yang dipandang atau 
dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan yang 
mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya.  
          Selanjutnya agar pelanggaran hukum ini dapat dikatakan telah 
melakukan perbuatan melawan hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu 
 




harus membawa kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian antara kalimat 
“tiap perbuatan mnelanggar hukum”, tidak dapat dipisahkan antara satu 
dengan lainnya, bahkan harus sejalan dalam mewujudkan pengertian dari 
perbuatan melawan hukum tersebut. Sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas. Dalam arti sempit, perbuatan 
melawan hukum diartikan bahwa “orang yang berbuat pelanggaran 
terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu 
kewajiban hukumnya sendiri”.58 Setelah adanya arrest dari Hoge Road 
1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan 
melawan hukum lebih diperluas, yaitu:59 
Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang 
lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum 
dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan 
perumusan dari pendapat yang sempit),atau berlawanan baik 
dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang 
seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri 
atau benda orang lain). 
 
          Dengan demikian pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti 
luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja 
melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari 
pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan 
kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang 
seharusnya ada di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan dengan 
ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis seperti adat istiadat dan lain-lain. 
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3. Teori-Teori Perbuatan Melawan Hukum 
Beberapa teori yang dapat ditemui dalam perbuatan melawan 
hukum, diantaranya adalah:60 
a. Teori Norma Perlindungan 
Teori norma perlindungan atau disebut juga dengan ajaran 
“relativitas” ini berasal dari hukum Jerman yang dibawa ke Belanda 
oleh Gelein Vitringa. Kata “schutz” secara harfiah berarti 
“perlindungan”. Istilah “schutznorm” secara harfiah berarti “norma 
perlindungan”. Teori norma perlindungan ini mengajarkan bahwa 
agar seseorang dapat dimintakan tanggungjawabnya karena telah 
melakukan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 
(KUHPerdata), maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya 
hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian 
yang timbul. Akan tetapi, perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau 
peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi 
(schutz) terhadap kepentingan korban yang dilanggar.  
          Teori norma perlindungan disebut juga dengan istilah “teori 
relativitas” karena penerapan dari teori ini akan membeda-bedakan 
perlakuan terhadap korban dari perbuatan melawan hukum. Dalam 
hal ini jika seseorang melakukan suatu perbuatan, bisa melakukan 
perbuatan melawan hukum bagi korban X, tetapi mungkin bukan 
merupakan perbuatan melawan hukum bagi korban Y. 
 




          Meyers berpendapat bahwa norma perlindungan ini hanya 
tepat diberlakukan terhadap perbuatan melawan hukum oleh 
penguasa. Namun demikian, penerapan teori schutznorm ini 
sebenarnya dalam kasus-kasus tertentu sangat bermanfaat karena 
alasan-alasan sebagai berikut:61 
1) Agar tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata 
tidak diperluas secara tidak wajar.  
2) Untuk menghindari pemberian ganti rugi terhadap kasus di 
mana hubungan antara perbuatan dengan ganti rugi hanya 
bersifat normatif dan kebetulan saja.  
3) Untuk memperkuat berlakunya unsur “dapat dibayangkan” 
(forseeability) terhadap hubungan sebab akibat yang 
bersifat kirakira (proximate causation). 
          Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa karena KUHPerdata 
tidak memberikan indikasi tentang berlaku atau tidaknya teori 
scutznorm ini, hakim tidak harus bahkan tidak selamanya layak 
untuk menerapkan teori ini. Paling banter, hakim hanya cocok 
untuk menggunakan teori ini kasus per kasus dan menjadi pedoman 
bagi hakim serta menjadi salah satu dari sekian banyak penolong, 
dalam mewadahi eksistensi unsur “keadilan” dalam putusan yang 
menyangkut dengan perbuatan melawan hukum.62 
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b. Teori Tanggung Gugat Dalam Perbuatan Melawan Hukum 
          Teori tanggung gugat adalah teori untuk menentukan 
siapakah yang harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat) 
karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. 63 Pada umumnya, 
tetapi tidak selamanya, yang harus digugat/menerima tanggung 
gugat jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum adalah pihak 
pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri. Artinya dialah yang 
harus digugat ke pengadilan dan dia pulalah yang harus membayar 
ganti rugi sesuai putusan pengadilan.  
Dalam beberapa situasi, seseorang boleh bertanggungjawab 
untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun 
perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal 
semacam ini dikenal sebagai pertanggungjawaban yang dilakukan 
orang lain atau vicarious liability. Ada kalanya si A yang 
melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi si B yang harus 
digugat dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. 
Terhadap tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang 
dilakukan oleh orang lain ini dalam ilmu hukum dikenal dengan 
teori tanggungjawab pengganti (vicarious lability).64 
Teori tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang 
dilakukan oleh orang lain dalam ilmu hukum dikenal dengan teori 
 





tanggungjawab pengganti (vicarious liability), dapat dibagi 
kategori sebagai berikut:65 
1) Teori tanggungjawab atasan (respondeat superior, a 
superior risk bearing theory) 
2) Teori tanggungjawab pengganti yang bukan dari atasan 
atas orangorang dalam tanggungannya. 
3) Teori tanggungjawab pengganti dari barang-barang yang 
berada di bawah tanggunganya. 
 
4. Bentuk-Bentuk PertanggungJawaban Perbuatan Melawan Hukum 
          Dalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 KUHPerdata telah 
diatur mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. 
Moegni Djojodirjo didalam bukunya perbuatan melawan hukum, selain 
menggunakan istilah pertanggungjawaban juga menggunakan istilah 
tanggung gugat. Menurut beliau kedua istilah tersebut memiliki pengertian 
yang sama, dan digunakan tanpa mendahulukan yang satu dari yang lain. 
Menurut Moegni Djojodirjo pengertian istilah “tanggung gugat” untuk 
melukiskan adanya “aansprakelijkheid” adalah untuk mengedepankan 
bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan 
melawan hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atau 
 




perbuatannya dan karena pertanggungjawaban tersebut si pelaku tersebut 
harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.66 
          Tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum dapat dibagi 
dalam 3 (tiga) bentuk, yang pertama adalah tanggungjawab tidak hanya 
karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri tetapi juga 
berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan  barang-
barang dibawah pengawasannya, yang kedua adalah tanggung jawab atas 
perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia, dan ketiga 
adalah tanggungjawab atas perbuatan melawan hukum terhadap nama 
baik.67 Penjelasan atas ketiga bentuk pertanggung jawaban perbuatan 
melawan hukum diatas adalah sebagai berikut: 
1. Dalam pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwa seseorang 
tidak hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan 
karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan 
orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh 
barang-barang yang berada dibawah pengawasannya . berdasarkan 
pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata ini, maka pertanggung jawaban 
dibagi atas tanggung jawab terhadap perbuatan lain. 
a. Tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan orang yang 
menjadi tanggungannya secara umum. Tanggung jawab orang tua 
dan wali terhadap anak-anak yang belum dewasa, yang diatur 
dalam pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata. Yang dimaksud dengan 
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anak-anak belum dewasa dalam ketentuan ini adalah anak-anak 
yang sah, anak-anak luar kawin dan anak-anak luar kawim yang 
diakui. Para orang tua dan wali hanya dapat di pertanggung 
jawabkan atas perbuatan anak-anak belum dewasa dengan harus 
dipenuhi dua syarat yakni anak-anak belum dewasa tersebut harus 
bertempat tinggal bersama-sama orang tua dan wali, dan syarat 
yang kedua adalah orang tua dan wali melakukan kekuasaan 
orang tua dan melakukan perwalian. 
b. Tanggung jawab majikan dan orang yang mewakilkan urusannya 
terhadap orang yang dipekerjakannya, yang diatur pada pasal 
1367 ayat 3 KUHPerdata. Berdasarkan pasal ini maka, majikan 
bertanggungjawab untuk kerugian yang terjadi karena perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, 
dengan syarat bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan 
oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan majikannya. 
c. Tangung jawab terhadap barang pada umumnya, yang diatur pada 
pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata. Mengenal akhir dari ketentuan 
pasal 1367 ayat (1)  yang berbunyi “...atau oleh benda yang 
berada dibawah pengawasannya., menurut peradilan di Belanda 
dan dengan demikian sama halnya dengan peradilan di Indonesia, 
tanggung jawab timbul apabila kergian terjadi sebagai akibat dari 




dengan benda-benda yang berada dibawah pengawasannya adalah 
segala benda-benda berwujud. 
Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:68 
1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan 
kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata. 
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian 
sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata. 
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat 
dalam pasal 1367 KUHPerdata. 
Istilah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sebelum 
tahun 1919 oleh Hoge raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan 
yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-
undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban 
hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran 
yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti 
kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang 
tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut 
adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-
hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.69 
Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum diatas merupakan 
tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara langsung, dikenal juga 
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perbuatan melawan hukum secara tidak langsung menurut pasal 1367 
KUHPerdata: 
(1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang 
disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang 
disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau 
disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. 
(2) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang 
disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka 
dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. 
(3) Majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili 
urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang 
diterbitkan oleh pelayan atau bawahan mereka di dalam melakukan 
pekerjaan untuk mana orang itu dipakainya. 
(4) Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab untuk 
teantang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang 
selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka. 
(5) Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir jika orangtua atau 
wali, guru, sekolah dan kepala tukang membuktikan bahwa mereka 








5. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum 
Dari beberapa pengaturan perbuatan melawan hukum di atas, 
secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup 
akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat dari adanya Perbuatan 
Melawan Hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian 
tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum 
untuk mengganti kerugian tersebut. Mengenai kerugian ini dalam beberapa 
bahasa dikenal istilah sebagai berikut di dalam Bahasa Inggris disebut 
damages, dalam Bahasa Belanda disebut nadeel, dalam Bahasa Perancis 
disebut dommage.70 
Dalam hukum Perbuatan Melawan Hukum, Wirjono Prodjodikoro 
menyatakan, jika dilihat bunyi Pasal 57 ayat (7) Reglement burgerlijk 
Rechrvordering (Hukum Acara Perdata berlaku pada waktu dulu bagi 
Raad van Justitie) yang juga memakai istilah Kosten schadenen interesen 
untuk menyebut kerugian sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga 
dapat dianggap sebagai pembuat Burgerlijk Wetboek sebetulnya tidak 
membedakan antara kerugian yang disebabkan perbuatan melanggar 
hukum dengan kerugian yang disebabkan tidak dilaksanakannya suatu 
perjanjian.71 Sehingga dalam kaitannya dengan perbuatan melawanhukum, 
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ketentuan yang sama dapat dijadikan sebagai pedoman. Pasal 1365 
KUHPerdata memberikan beberapa jenis penuntutan, yaitu:72 
a. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang.  
b. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian 
pada keadaan semula.  
c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat 
melawan hukum.  
d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.  
e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum. 
f. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah 
diperbaiki. 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupkan kiblatnya 
Hukum Perdata Indonesia, termasuk kiblat bagi hukum yang berkenaan 
dengan Perbuatan Melawan Hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi 
dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) 
pendekatan sebagai berikut:73 
1. Ganti Rugi Umum 
Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini 
adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk 
kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang 
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berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan 
melawan hukum.74 
          Ketentuan ganti rugi yang umum ini oleh KUHPerdata 
dalam bagian keempat buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai 
dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Dalam hal ini untuk ganti rugi 
tersebut, KUHPerdata secara konsisten untuk hal ganti rugi 
digunakan istilah:75 
a. Biaya yakni, setiap cost atau uang, atau apapun yang dapat 
dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh 
pihak yang dirugikan. 
b. Yang dimaksud dengan “rugi” atau “kerugian” (dalam arti 
sempit) adalah keadaan berkurang (merosotnya) nilai 
kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari 
kontrak atau sebagai akibat dan tidak dilaksanakannya 
perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya 
perbuatan hukum. 
c. Bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, 
tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya 
wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak 
dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk peikatan karena 
adanya perbuatan melawan hukum. Dengan begitu, 
pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUHPerdata lebih luas 
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dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari, yang hanya 
berarti “bunga uang” (interest), yang hanya ditentukan 
dengan presentase dengan hutang pokoknya. 
2. Ganti Rugi Khusus 
Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 
1243 KUHPerdata, KUHPerdata juga mengatur ganti rugi khusus, 
yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari 
perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi 
yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari gunti 
rugi dalam bentuk yang umum, KUHPerdata juga menyebutkan 
pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:76 
1) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 
1365). 
2) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain 
(Pasal 1366 dan Pasal 1367).  
3) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368).  
4) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369). 
5) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang 
yang dibunuh (Pasal 1370). 
6) Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan 
(Pasal 1371). 
 




7) Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai 
dengan Pasal 1380). 
Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang 
termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Bentuk dari ganti 
rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah 
sebagai berikut:77 
1. Ganti Rugi Nominal 
          Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti 
perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak 
menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban 
dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan 
tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang 
disebut ganti rugi nominal.78 
2. Ganti Rugi Kompensasi 
          Ganti rugi kompensasi (compensatory damages) merupakan 
ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan 
sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban 
dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti 
ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas 
segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan 
gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental.79 
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3. Ganti Rugi Penghukuman 
Ganti rugi penghukuman (punitive damages) merupakan 
suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah 
kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut 
dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi 
penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus yang berat 
atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas 
seseorang tanpa perikemanusiaan.80 
Menurut KUHPerdata ketentuan tentang ganti rugi, khususnya ganti 
rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut: 
1. Komponen kerugian terdiri dari: 
1) Biaya adalah setiap cost atau uang, atau apapun yang dapat 
dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh 
pihak yang dirugikan.81 
2) Rugi atau kerugian adalah berkurang (merosotnya) suatu nilai 
kekayaan sebagai akibat dari adanya suatu peristiwa perbuatan 
melawan hukum. 82 
3) Bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, 
tetapi tidak jadi diperoleh karena adanya suatu perbuatan 
melawan hukum. Pengertian bunga dalam Pasal 1243 








sehari-hari yang berarti bunga uang, yang hanya ditentukan 
dengan presentase dari hutang pokoknya. 83 
2. Starting Point dari Ganti Rugi. (Untuk Wanprestasi)84 
1) Pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan 
kewajibannya; 
2) Jika pretasinya adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak saat 
dilampauinya tenggang waktu di mana sebenarnya debitur 
sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut. 
3. Bukan karena alasan force majeure, ganti rugi baru dapat 
diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan 
kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan force 
majeure.85 
4. Suatu ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian sebagai 
beriku:86 
a. Kerugian yang telah benar-benar dideritanya.  
b. Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau 
pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban. 
5. Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan 
hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Artinya 









atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat 
dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut. 
Kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum 
menyebabkan adanya pembebanan kewajiban kepada pelaku untuk 
memberikan ganti rugi kepada penderita adalah sedapat mungkin 
mengembalikan ke keadaan semula yakni sebelum terjadinya perbuatan 
melawan hukum, maka menurut undang-undang dan yurisprudensi dikenal 
berbagai macam penggantian kerugian yang dapat dituntut berdasarkan 
Pasal 1365 KUHPerdata oleh penderita, sebagai upaya untuk mengganti 
kerugian maupun pemulihan kehormatan.87 
Pasal 1365 KUHPerdata tidak membedakan kesalahan dalam 
bentuk kesengajaan (opzet-dolus) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-
hati (culpa), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan 
mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan sesorang 
dalam hubungannnya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga 
dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.88 
Jadi dalam hal ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, 
Penggugat berdasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdata tidak 
dapat mengharapkan besarnya kerugian. Kerugian ini ditentukan oleh 
hakim dengan mengacu pada putusan terdahulu (yurisprudensi). Dalam hal 
KUHPerdata tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci 







maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut 
sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh 
pihak penggugat. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena 
penafsiran kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat 
mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi.89 
Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. Hoge 
Raad dalam keputusannya tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan 
bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran 
ganti kerugian yang tepat.90 Maksud dari ketentuan pasal 1365 
KUHPerdata adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita 
pada keadaan semula, setidak-tidaknya pada keadaan yang mungkin 
dicapainya sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, ganti-kerugian yang diusahakan adalah 
pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran 
ganti-kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang 
hanyalah merupakan nilai yang equivalent saja.91 
Korban dari Perbuatan Melawan Hukum, sama sekali tidak pernah 
terpikir akan risiko dari perbuatan melawan hukum, yang kadang-kadang 
datang dengan sangat mendadak dan tanpa diperhitungkan sama sekali, 
karena pihak korban dari perbuatan melawan hukum sama sekali tidak siap 
menerima risiko dan sama sekali tidak pernah berpikir tentang risiko 
tersebut, maka seyogyanya dia lebih dilindungi, sehingga ganti rugi yang 
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berlaku kepadanya lebih luas dan lebih tegas berlakunya. Sistem 
Pengaturan Ganti Rugi diatur juga oleh Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata.92 
 
B. Perjanjian Pada Umumnya 
1. Pengertian Perjanjian 
          Suatu perjanjian merupakan peristiwa dimana seorang berjanji 
kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, 
timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan 
perikatan. Dengan kata lain, perikatan merupakan suatu hubungan hukum 
dalam lapangan hukum kekayaan yang menimbulkan hak di satu pihak dan 
kewajiban di lain pihak.93 Buku III KUHPerdata mengatur tentang 
Verbintenissenrecht. Dikenal dari 3 terjemahan Verbentensis, yaitu 
perikatan, perutangan dan perjanjian. Overeenkomst ada 2 terjemahan, 
yaitu perjanjian dan persetujuan.94 
Menurut Subekti95 
Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji 
kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji 
untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah 
suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan 
perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua 
orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa 
suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau 
kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. 
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Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu: “Suatu 
persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”  Menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), suatu perjanjian pada 
hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (consensus) dari kedua 
belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya 
mengikatnya suatu undang-undang. Pengertian dari perikatan, merupakan 
terjemahan dari istilah Belanda “Verbintenis”. 
          Perikatan adalah suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak 
dalam bidang hukum kekayaan yang berdasarkan pihak yang satu berhak 
menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan dari pihak yang lain berkewajiban 
untuk memenuhi tuntutan itu.96 Perjanjian merupakan suatu perbuatan 
hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 
Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian adalah “hubungan 
antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan 
hukum”.97 Menurut KRMT Tirtodiningrat dikutip oleh Mariam Darus, 
memberikan definisi perjanjian, yaitu:  
“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata 
sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan 
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Menurut Salim HS definisi perjanjian, yaitu:  
“Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu 
dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana 
subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga 
subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan 
prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”.99 
 
 Dalam perjanjian tersebut, dua pihak saling sepakat untuk menentukan 
peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban yang mengikat pada mereka 
untuk ditaati dan dijalankan. Adanya kesepakatan untuk menimbulkan 
akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu 
dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat 
hukum atau sanksi yang berlaku.100 
 
2. Asas-asas Perjanjian 
 Hukum perjanjian mempunyai beberapa asas penting, antara lain: 
a. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak) 
          Kata konsensualisme, berasal dari Bahasa latin “consensus” 
yang berarti sepakat. Arti dari “kemauan, kehendak” (will) di sini 
adalah bahwa ada kemauan untuk saling mengikatkan diri, kemauan 
ini didasarkan pada kepercayaan (trust, vertrouwen) bahwa perjanjian 
itu dipenuhi. Asa kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber 
pada moral.101 
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          Asas konsensualisme, dapat disimpulkan pada Pasal 1320 ayat 
(1) KUHPerdata. Hal tersebut memiliki makna bahwa perikatan itu 
sudah sah apabila sudah dikatakan sepakat oleh kedua belah pihak atau 
dalam artian hal ini sudah timbul akibat hukum setelah kata sepakat di 
lakukan mengenai pokok perikatan. Namun, sepakat atau tidak hanya 
dapat secara lisan, ada beberapa perjanjian tertentu yang harus dibuat 
secara tertulis dengan tujuan untuk sebagai alat bukti pelengkap dari 
pada yang diperjanjikan. 
b. Asas Kebebasan berkontrak 
          Hukum di Indonesia memberikan kebebasan untuk mengadakan 
perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan Undang-
undang, ketertiban umum dan kesusilaan.102 Asas ini dapat dianalisis 
dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yaitu “semua 
perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu 
asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak, untuk:103 
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian 
2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun 
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya 
4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis dan lisan 
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Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi 
individu  dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi 
maupun kehidupan social kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar 
menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi 
manusia yang dihormati. 
c. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servenda) 
         Asas Pacta Sunt servandaberhubungan dengan akibat perjanjian, 
sehingga apa yang di perjanjikan maka di dalam segala akibat yang akan 
timbul telah siap diterima oleh para pihak. Hal ini dapat disimpulkan 
dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang mengatakan bahwa 
“semua perjanjian yang di buat secara sah, berlaku sebagai Undang-
undang, bagi mereka yang membuatnya”. 
          Persetujuan-persetujuan itu dapat ditarik kembali selain dengan 
sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup itu. 
d. Asas Itikad Baik 
          Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 
(3) KUHPerdata, yaitu: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan 
itikad baik”. Itikad baik harus dimaknai dalam keselurahan proses 
perjanjian, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada 
tahap pra perjanjian, perjanjian serta pelaksanaan perjanjian.104 
e. Asas Kepercayaan (Vertrouwensbeginsel) 
 





          Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, 
menumbuhkan kepercayaan (trust) di antara kedua pihak itu bahwa sattu 
sama lain akan memegang janjinya.105 Dengan kata lain para pihak akan 
memenuhi prestasinya di kemudian hari sesuai dengan apa yang di 
perjanjikan dengan adanya suatu maksud dan tujuan. Apabila setiap 
pihak menganut asas kepercayaan ini maka segala akibat hukum yang di 
dapatkan tidak akan menimbulkan suatu permasalahan yang akan 
mengakibatkan kerugian bagi masing-masing pihak, oleh karena itu asas 
ini akan saling mengikatkan satu sama lain dikarenakan mempunyai 
kekuatan yang mengikat sebagai Undang-undang bagi para pihak yang 
membuatnya. 
f. Asas Persamaan Hukum 
          Asas persamaan hukum adalah asas yang sederajat, yang dimana 
segala sesuatu hak-haknya sama dimata hukum, meski terdapat banyak 
perbedaan seperti ras, suku, warna kulit, bangsa, kekuasaan, jabatan, dan 
lain-lain tetapi tetap harus mendapatkan persamaan dalam hukum dan 
tidak dapat di beda-bedakan. Masing-masing pihak wajib melihat adanya 
persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu 
sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.106 
g. Asas Keseimbangan 
         Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan 
perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi 
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dan jika diperlukan dapat mennuntut pelunasan prestasi melalui 
kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban, untuk 
melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.107 
h. Asas Kepastian Hukum 
          Perjanjian merupakan figure hukum yang harus mengandung 
kepastian hukum.108 Oleh karena itu asas ini mempunyai kekuatan yang 
mengikat, yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak yang 
membuatnya. 
i. Asas Moral 
          Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan 
sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk membuat 
kontrapretasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat di dalam mengurus 
kepentingan orang lain (zaakwaarneming), di mana seseorang yang 
mealakukan suatu perbuatan sukarela yang bersangkutan mempunyai 
kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini 
terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Faktor-faktor yang memberikan 
motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu 
berdasarkan “kesusilaan” (moral), sebagai panggilan dari hati 
nuraninya.109 
j. Asas Kepatutan 
          Asas kepatutan telah tertian di dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Hal 








k. Asas Kebiasaan 
          Asas ini di jelaskan di dalam Pasal 1338 jo. 1347 KUHPerdata. 
Perjanjian tidak selalu mengikat atas dasar hal-hal yang telah di atur 
secara tegas tetapi dapat juga dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti. 
 
3. Syarat Sahnya Perjanjian 
          Dalam perjanjian adanya syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan 4 (empat) syarat, 
yaitu:  
a. Kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang berupa kehendak 
untuk membuat perjanjian, adanya kata sepakat dari para pihak yang 
mengikatkan dirinya. Kata sepakat harus diberikan secara bebas 
walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah 
terpenuhi, kata sepakat mungkin terdapat suatu kekhilafan dimana 
suatu perjanjian yang telah terjadi pada dasarnya ternyata bukan 
perjanjian.110 
b. Kecakapan untuk mengadakan perjanjian  
Cakap menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau yang telah cukup 
umur yang belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin, tidak 
termasuk orang-orang sakit ingatan atau pemboros yang karena itu 
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pengalihan diputuskan berada dibawah pengampuan dan seorang 
perempuan yang bersuami. 
c. Objek atau Hal Tertentu  
Suatu hal tertentu maksudnya adalah paling tidak, macam atau jenis 
benda dalam perjanjian sudah ditentukan, pengertian objek disini 
ialah apa yang diwajibkan kepada penjual dan apa yang menjadi hak 
dari pembeli.  
d. Suatu Sebab yang Halal  
Sah atau tidaknya kausa dari suatu perjanjian ditentukan saat 
perjanjian itu dibuat. Konsekuensi hukum atas perjanjian tanpa 
kausa/sebab yang halal adalah perjanjian tersebut batal demi hukum 
(Void / Null), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.Adanya 
kausa atau sebab yang halal merupakan salah satu yang menjadi 
tujuan para pihak.Suatu sebab dikatakan halal sebagai mana diatur 
dalam Pasal 1337 KUH Perdata yakni perjanjian tersebut :  
1. Tidak bertentangan dengan Undang-undang 
2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum 





4. Macam-Macam Perjanjian 
          Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 
tertulis dan tidak tertulis. Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai 
berikut:111 
a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang 
bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam 
perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. 
Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka 
para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban 
mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa 
keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat 
dibenarkan. 
b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para 
pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata 
hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. 
c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta 
notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka 
pejabat yang berwenang . Jenis dokumen ini merupakan alat bukti 
yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak 
ketiga. 
              Perjanjian yang dibuat notaris atau di hadapan notaris merupakan suatu  
perjanjian yang dapat dipertanggungjawabkan karena mempunyai kekuatan 
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hukum secara hukum atau yuridis. Sedangkan perjanjian tidak tertulis harus 
mengajukan saksi untuk menguatkan mengenai adanya suatu perjanjian 
secara lisan sehingga diperlukan saksi untuk pembuktian suatu perjanjian 
yang sah. 
 
C. Perjanjian Jual Beli 
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli 
         Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak 
yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak 
yang lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian 
jual beli merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 
seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 
sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang 
tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan kata lain, perikatan adalah 
hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan yang menimbulkan hak 
di satu pihak dan kewajiban di lain pihak.112 
          Perjanjian jual beli menurut KUHPerdata pasal 1457 adalah suatu 
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah 
dijanjikan. Dalam hukum barat jual beli dianggap telah terjadi antara kedua 
belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai harga yang 
diperjual belikan. Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang 
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dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat 
tentang harga dan benda yang menjadi obyek jual beli. Suatu perjanjian jual 
beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan 
barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam 
Pasal pasal 1458 yang mengatakan bahwa:  
“Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, 
seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang 
kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu 
belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.” 
 
          Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli 
adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju 
memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan 
sejumlah uang yang disebut harga.113 Pihak penjual berkewajiban 
menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga 
dan pembeli berkewajiban membayar harga dan berhak menerima objek 
tersebut. Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah: 
a. Adanya subyek hukum, yaitu penjual dan pembeli  
b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan 
harga 
c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul dari para pihak 
          Beralihnya hak atas benda dari penjual kepada pembeli, maka harus 
dilakukan penyerahan secara yuridis (juridisch levering), sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1459 KUHPerdata. Pasal 1459 KUHPerdata 
 




menyatakan bahwa, ''Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada 
pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 
616''. 
 
2. Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual Beli 
          Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak ditentukan 
secara tegas tentang bentuk perjanjian jual beli. Bentuk perjanjian jual beli 
dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Bentuk perjanjian jual beli ada 
dua yaitu :114 
a. Lisan, yaitu dapat dilakukan secara lisan dimana kedua belah pihak 
tersebut telah sepakat untuk mengikatkan dirinya melakukan 
perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan.  
b. Tulisan, yaitu perjanjian jual beli dilakukan secara tertulis biasanya 
dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah 
tangan. 
          Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang 
ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pegawai-pegawai 
umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.115 
         Dalam perjaniian jual beli tanah, biasanya dibuat dalam bentuk akta 
autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang 
berwenang untuk membuat akta jual beli tanah adalah camat dan atau 
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notaris PPAT. Biasanya akta jual beli tanah tersebut telah ditentukan 
bentuknya dalam sebuah formulir. Para camat atau notaris Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) tinggal mengisi hal-hal yang kosong dalam 
akta jual beli tersebut.116 
 
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli 
          Hak dari penjual yaitu menerima harga barang yang telah dijual dari 
pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara pihak penjual dan 
pihak pembeli. Sedangkan kewajiban penjual adalah sebagai berikut :  
a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga jenis benda yaitu 
benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh maka 
penyerahan hak miliknya juga ada tiga macam yang berlaku untuk 
masing-masing barang tersebut. 
b. Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan 
menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.Dalam Pasal 30 
sampai dengan Pasal 52 United Nations Convention on Contract for 
the International Sale of Goods mengatur tentang adanya kewajiban 
dari penjual sebagai berikut:117 
a. Menyerahkan barang 
b. Menyerah terimakan dokumen  
c. Memindahkan Hak Milik 
 
 




          Hak dari Pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik 
secara nyata maupun secara yuridis. Dalam (United Nations Convention on 
Contract for the International Sale of Goods) mengatur tentang kewajiban 
antara penjual dan pembeli. 
          Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian, pada 
waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513 
KUHPerdata). Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, maka si 
penjual dapat menuntut pembatalan pembelian (Pasal 1517 KUHPerdata).118 
 
D. Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum 
1. Pengertian Akta  
          Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau 
”akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Akta menurut 
Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang 
memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, 
yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.119 Menurut 
subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang 
dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan 
ditandatangani.120 Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:  
1) Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling)  
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2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau digunakan sebagai bukti 
perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada 
pembuktian sesuatu. 
          Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi 
formal yang adanya suatu perbuatan hukum menjadi lebih lengkap apabila 
di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian 
dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu 
perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.121 
 
2. Jenis-Jenis Akta Menurut KUHPerdata 
Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdata, jenis-
jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:122 
a. Akta Otentik  
          Akta otentik merupakan suatu akta yang telah ditentukan oleh 
undang-undang, dapat dibuat di hadapan pegawai umum yang 
berkuasa untuk itu, ditempat akta dibuatnya. Wewenang utama yang 
dimiliki oleh notaris yaitu membuat suatu akta otentik sehingga ke 
otentikannya suatu akta notaris bersumber dari Pasal 15 Undang-
Undang Jabatan Notaris jo Pasal 1868 KUH Perdata. Akta otentik telah 
memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, 
yaitu: 
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1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh 
Undang-Undang 
2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat 
umum 
3) Pejabat umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat 
akta. 
          Mengenai akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang 
bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi : 
“Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau 
dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, 
merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para 
ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya 
tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai 
pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya 
diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal 
pada akta itu”. 
b. Akta di bawah tangan  
         Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang 
membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh 
Para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal 
kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, 
sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdata akta di bawah tangan tersebut 
memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta 
Otentik.  
          Akta dibawah tangan merupakan suatu akta yang tidak dibuat di 
hadapan pejabat yang berwenang atau disebut Notaris. Akta ini yang 




Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, 
maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa 
yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sesuai Pasal 1857 
KUHPerdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan 
pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.  
          Perjanjian di bawah tangan terdiri dari Akta Waarmerken, 
merupakan suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani 
oleh para pihak yang bersangkutan untuk kemudian didaftarkan pada 
Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak 
bertanggungjawab terhadap isi maupun tanda tangan para pihak dalam 
dokumen yang dibuat oleh para pihak maupun akta legalisasi, 
merupakan suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak 
namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, 
namun Notaris tidak bertanggungjawab atas isi dokumen melainkan 
Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak 
yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut. 
 
3. Pengertian Hibah 
          Indonesia mempunyai berbagai macam suku, budaya, dan agama. 
Dan Indonesia merupakan negara hukum yang menggunakan dasar hukum 
Islam dan hukum positif. Ada juga hukum adat akan tetapi yang menjadi 
acuan dasar hukum yang paling utama adalah hukum Islam dan hukum 




suatu benda yang diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan 
imbalan sebagai contoh sertifikat hak milik tanah beserta bangunan milik 
orang tua yang diberikan kepada anaknya secara cuma-cuma, dan hal 
tersebut dilakukan ketika penghibah dan penerima hibah masih hidup. 
Menurut kamus ilmiah popular internasional hibah adalah pemberian, 
sedekah, pemindahan hak.123 
          Dasar hukum hibah menurut hukum positif diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, hibah diatur dalam Pasal 1666 yaitu:  
“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di 
waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat 
ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan 
si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-
Undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah diantara 
orang-orang yang masih hidup.”124  
Mengenai penghibahan dalam Hukum Perdata Indonesia, telah diatur dalam 
beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Adapun ketentuan tersebut adalah:125 
a. Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:  
“Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika 
ada itu meliputi benda-benda yang baru akan dikemudian hari, maka 
sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal”.  Berdasarkan ketentuan 
tersebut, maka jika dihibahkan barang yang sudah ada, bersama suatu 
barang lain yang akan ada dikemudian hari, penghibahan mengenai 
 
123Budiono, Kamus Ilmiah Popular Internasional, Surabaya : Alumni, 2005, hlm. 217. 
124 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm. 436. 
125 R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1992. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet 




yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah 
tidak sah. 
b. Pasal 1668 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : 
 “Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap 
berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang 
lain suatu benda termasuk dalam penghibahan semacam 
ini sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai 
batal”. 
 
c. Pasal 1669 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :  
“Adalah diperbolehkan kepada si penghibah untuk 
memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan 
atau nikmat hasil benda-benda yang dihibahkan, baik 
benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak 
bergerak, atau bahwa ia dapat memberikan nikmat hasil 
atau kenikmatan tersebut kepada orang lain, dalam hal 
mana harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dari bab 
kesepuluh buku kedua kitab undang-undang ini”. 
           Penerima hibah merupakan orang yang menerima pemberian 
dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa yang berhak menerima 
hibah, pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan 
perbuatan hukum dapat menerima hibah, bahkan dapat ditambahkan 
disini anak-anak atau mereka yang berada dibawah pengampuan dapat 
menerima hibah melalui kuasanya (wali).126Dengan tidak adanya 
ketentuan siapa yang berhak menerima hibah itu berarti hibah bisa 
diberikan kepada siapa yang dikehendakinya dalam hal ini bisa kepada 
keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak 
angkat, hanya saja di syaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada bila 
 





benar-benar tidakada atau diperkirakan adanya misalnya dalam bentuk 
janin, maka hibah itu tidak sah. 
          Dalam masalah anak yang belum mukallaf jumhur ulama’ 
berpendapat bahwa ia dapat menerima hibah tetapi tidak bisa 
menghibahkan harta miliknya kepada orang lain karena perbuatan yang 
demikian dipandang sebagai perbuatan yang merugikan, begitu pula 
mengenai pemberian (hibah) orang tua kepada anaknya yang masih kecil 
atau anaknya yang sudah baligh tetapi bodoh maka orang tua menguasai 
apa yang diberikan orang lain kepadanya dan cukup dipersaksikan serta 
diumumkan. 
 
4. Arti Penting Akta Jual Beli di Hadapan PPAT 
          Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang 
diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu yang telah 
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Yaitu akta 
pemindahan dan pembebanan hak atas tanah dan hak milik atas satuan 
rumah susun dan akta pemberian kuasa untuk membebankan hak 
tanggungan. Pejabat umum adalah orang yang diangkat oleh instansi yang 
berwenang dengan tugas melayani masyarakat umum di bidang atau 
kegiatan tertentu.127 
          Dengan dinyatakannya Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat 
Umum, mengandung konsekuensi akta-akta yang dibuatnya adalah akta 
 
127Boedi Harsosno,Hukum Agrarian Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan 




otentik, yaitu apabila terjadi suatu masalah atas akta PPAT tersebut. 
pengadilan tidak perlu memeriksa kebenaran isi dari akta tanah tersebut, 
atau tanggal ditandatanganinya dan demikian pula keabsahan dari tanda 
tangan dari pihak-pihak, asal saja tidak dapat dibuktikan adanya 
pemalsuan, penipuan, maupun lain-lain kemungkinan akta tanah tersebut 
dapat dinyatakan batal ataupun harus dinyatakan batal.128 
          Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah secara rinci disebutkan di 
dalam Pasal 2 ayat (2) yang salah satunya yaitu membuat akta mengenai 
jual beli hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 
Berdasarkan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut, maka 
apabila ada orang yang akan melakukan perbuatan hukum berupa jual beli 
hak atas tanah yang dimilikinya, maka orang tersebut harus membuat akta 
jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta yang akan 
menimbulkan masalah apabila terdapat penyimpangan syarat sahnya 
perjanjian jual beli tanah dan rumah serta adanya penyimpangan terhadap 
tata cara pembuatan akta yang menyangkut syarat:  
a. Penyimpangan terhadap syarat sahnya perjanjian jual beli menurut 
Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya suatu perjanjian jual beli tanah 
harus memenuhi syarat sebagai berikut:  
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
2)  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
3) Suatu hal tertentu. d. Suatu sebab yang halal 
 





b. Penyimpangan terhadap syarat materiil berhubungan subyek yang 
berhak melakukan jual beli, dan obyek yang diperjualbelikan tidak 
dalam sengketa. Selain itu terdapat penyimpangan antara lain:  
1) Salah satu penghadap dalam akta jual beli adalah anak di bawah 
umur atau belum genap berusia 21 tahun.  
2) Penghadap bertindak berdasarkan kuasa, namun pemberi kuasa 
yang disebutkan dalam akta kuasa telah meninggal dunia.  
3) Penghadap bertindak berdasarkan kuasa subsitusi, akan tetapi 
dicantumkan dalam akta pemberian kuasa mengenai hak 
subsitusi. 
4) Pihak penjual dalam akta PPAT tidak disertai dengan adanya 
persetujuan dari pihak-pihak yang berhak memberi persetujuan 
terhadap perbuatan hukum dalam suatu akta  
c. Penyimpangan terhadap syarat formil dalam jual beli tanah yaitu 
berkaitan dengan pembuktian dalam jual beli tanah.  
 
5. Pengertian Cacat Hukum 
          Cacat hukum merupakan suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur 
yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dikatakan cacat 
dan tidak mengikat secara hukum. Dalam konteks suatu putusan 
pengadilan cacat hukum ini dikenal dengan istilah cacat formil. Cacat 
formil ini sehubungan dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak 




verklaardmerupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak 
dapat diterima karena mengandung cacat formil.129 
          Cacat hukum dapat diartikan sebagai suatu ketidaksempuraan atau 
ketidaklengkapan hukum, baik suatu peraturan, perjanjian, kebijakan, 
atau suatu hal lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan 
hukum sehingga tidak mengikat secara hukum. Dalam sertifikat cacat 
hukum adalah tanda bukti hak atas tanah (sertifikat hak atas tanah) yang 
telah diterbitkan dan terdapat hal-hal yang menyebabkan batalnya, 
karena dalam pengurusannya terdapat unsur-unsur paksaan, kekeliruan, 
penipuan dan penyalahgunaan keadaan. 
1. Paksaan adalah setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang 
menghalangi kebebasan kehendak termasuk dalam tindakan 
pemaksaan. Di dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman 
melanggar undang-undang jika tersebut merupakan penyalahgunaan 
kewenangan salah satu pihak dengan membuat suatu ancaman, yaitu 
setiap ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya pihak lain 
memberikan hak, kewenangan ataupun hak istimewanya.  
2. Kesesatan dalam hal ini terjadi bilamana seseorang emmpunyai 
gambaran yang berlainan dengan keadaan yang sesungguhnya dari 
pada pihak yang lain dengan siapa atau pada suatu barang mengenai 
mana ia akan melakukan suatu perbuatan hukum.130 
 
129 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt556fa8a2b1100/arti-cacat-hukum/ 
di unduh pada hari Jumat, Pada tanggal 21 Februari 2020, Pukul 13.30 WIB. 
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3. Penipuan adalah tindakan tipu muslihat. Menurut Pasal 1328 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas menyatakan bahwa 
penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ada 
penipuan, pihak yang ditipu, memang memberikan pernyataan yang 
sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu, karena adanya 
daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan 
kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan, 
merupakan tindakan yang benar. 
4. Penyalahgunaan Keadaan ada ketika pihak yang melakukan suatu 
perbuatan atau membuat perjanjian dengan cara di bawah paksaan 
atau pengaruh terror ancaman, atau paksaan penahanan jangka 
pendek. Ada dua macam penyalahgunaan keadaan yaitu : Pertama, 
seseorang menggunakan posisi psikologis dominannya yang 
digunakan secara tidak adil untuk menekan pihak yang lemah 
supaya mereka menyetujui sebuah perjanjian yang sebenarnya 
mereka tidak ingin menyetujuinya. Kedua, seseorang menggunakan 
wewenang kedudukan dan kepercayaannya yang digunakan secara 
tidak adil untuk membujuk pihak lain untuk melakukan suatu 
transaksi. 
 
